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ABSTRACT 
 In an effort to realize the role of an advocate as a legal assistant as well as a 
protector of the human rights of every human being whose function is to provide free legal 
assistance to underprivileged people, an advocate should have thoroughly administered the law 
without discriminating against the person's background. So that everyone will be equal before 
the law. Advocates are law enforcers who are free, independent and responsible for enforcing 
the law whose existence is guaranteed by law. This shows that advocates have rights, 
obligations and responsibilities in accordance with the laws and regulations of advocates. In 
Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, it is stated that an Advocate is a person whose 
profession is providing legal assistance, both in court and outside the Court. What is meant by 
legal services are services provided by an advocate, namely in the form of providing legal 
consultations/negotiations, legal assistance, accompanying clients, defending and carrying out 
legal actions for the benefit of their clientsAn advocate must carry out his duties and 
professional oath for the sake of upholding justice based on law for the benefit of people who 
seek justice, including in terms of teaching people about their fundamental rights before the 
law. In the Advocate oath of profession, Advocates are required to provide legal assistance to 
people who cannot afford it for free.Therefore  advocates need state intervention in it in order 
to enforce the law as a whole. However, what is currently happening is how to make legal aid 
not only for the rich but also for the poor. 
Keywords: Responsibility, Advocate, Legal Aid 
 
ABSTRAK. 

Dalam upaya untuk mewujudkan peran advokad sebagai pendamping hukum 
sekaligus sebagai pelindung hak asasi setiap manusia yang berfungsi untuk memberikan 
bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, seharusnya 
seorng advokat harus memnerikan hukum secara menyeluruh tanpa harus membeda-
bedakan latar belakang orang tersebut. Sehingga semua orang akan sama di hadapan hukum. 
Advokat adalah penegak hukum yang bebas, mandiri serta bertanggung jawab dalam 
menegakkan hukum yang keberadaannya sudah dijamin oleh Undang-undang. Hal Itu 
menunjukkan bahwa advokat memiliki hak, kewajiban serta tanggung jawab yang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan advokat.Didalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi dalam 
memberikan bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar Pengadilan. Yang 
dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan seorang advokat yaitu berupa 
memberikan konsultas/perundingan hukum, bantuan hukum, mendampingi klien, membela 
dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kliennya. Seorang advokat harus 
menjalankan tugas dan sumpah profesinya demi untuk tegaknya keadilan yang berdasarkan 
hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk dalam hal 
mengajarkan kepada masyarakat dalam hal hak-hak fundamnental mereka di depan hukum. 
Dalam sumpah propesi Advokat, Advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum 
bagi masyarakat yang tidak mampu itu secara cuma-cuma, Akan tetapi pada kenyataannya 
kewajiban seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap 
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masyarakat yang kurang mampu mengalami banyak kendala terutama Dalam hal 
prakteknya, Maka dari itu advokad memerlukan campur tangan negara didalamnya guna 
untuk menegakkan hukum secara menyeluruh. Akan tetapi yang saat ini  sering terjadi 
adalah bagaimana caranya agar bantuan hukum yang itu tidak hanya berpihak kepada yang 
kaya saja namun juga perpihak pada masyarakat miskin.  
Kata Kunci : Tanggung jawab, Advokat, Bantuan Hukum 

 

LPENDAHULUAN 

Didalam lsuatu lnegara lhukum, lnegara lsudah lmengakui ldan lmelindungi 

lhak-hak lasasi ldari lsetiap lorang lbaik litu lyang lkaya lmaupun lyang lmiskin 

ltanpa lharus lmembedakan lstatus lsosial, ldan llatar lbelakang lorang ltersebut, 

lsehingga lsemua lorang lmempunyai lkesempatan ldan lhaknya luntuk 

ldiperlakukan lyang lsama ldi lhadapan lhukum l(equality lbefore lthe llaw). 

lPersamaan ldihadapan lhukum litu lharus ldi lseimbangi ldengan lpersamaan l 

lterhadap lperlakuan l(equal ltreatmet) luntuk lsemua lorang. lJika lnantinya lada 

ldua lorang lbersengketa lyang ldatang lkehadapan lhakim, lmaka lorang ltersebut 

lharus ldiperlakukan lyang lsama loleh lseorang lhakim l(audi let lalteram lpartem). 

lPersamaan ldihadapan lhukum litu ldapat ldiartikan lsecara ldinamis lyang lsangat 

ldipercayai luntuk lmemberikan lkepastian lhukum luntuk lmemperoleh lkeadilan 

l(access lto ljustice) luntuk lsetiap lorang ltanpa lmembeda-bedakan llatar 

lbelakangnya. lSebab lkeadilan litu lharus ldisama lratakan loleh lnegara lkepada 

lsemua lorang, ldan lhukum lyang lakan lmenjaganya lagar lkeadilan litu lsampai 

lkepada lsemua lorang lsecara lmenyeluruh ltanpa lterkecuali. lApakah lorang 

ltersebut lberkatagorokan lmampu latau lfakir lmiskin, lsebab lmereka litu 

lsemuanya lsama ldimata lhukum luntuk lmemperoleh lsuatu lakses luntuk 

lmendadapatkan lkeadilan l. lHal litulah lyang lmenjadi lpatokan latau llandasan 

lkonstitusional ldalam lpembentukan lUU lRI lNo. l18 lTahun l2003 ltentang 

ladvokat ldan lUU lRI lNo. l16 lTahun l2011 lTentang lBantuan lHukum. lDalam 

lusaha lmewujudkan lprinsip-prinsip lnegara lhukum, lkhususnya ldalam 

lkehidupan lbermasyarakat ldan lbernegara, lperanan ldan lfungsi lseorang ladvokat 

lsebagai lprofesi lyang lbebas, lmandiri, ldan lbertanggung ljawab, litu lmerupakan 

lsuatau lhal lyang lpenting ldari lpada llembaga lperadilan ldan linstansi lpenegak 

lhukum lyang lberwenng lseperti lkepolisian ldan lkejaksaan. lMelalui ljasa lhukum 

lyang ldiberikan ltersebut, ladvokat lharus lmenjalankan ltugas lprofesi lyang 

ldiembanya ldemi ltegaknya lsuatu lkeadilan lyang lberlandaskan lhukum luntuk 

lkepentingan lmasyarakat lyang lmencari lkeadilan, ltermasuk lpula lusaha luntuk 

lmemberdayakan lmasyarakat ldalam lmenyadari lhak-hak ldan lfundamnental 

lmereka ldi ldepan lhukum. lHal litulah lyang lsehingga lmembuat lseorang ladvokat 

ldijuluki lsebagai l“officium lnobile” latau l“nobel lprofesion” lyang lartinya lprofesi 

lyang lmulia ldan lterhormat l. lyang ldemikian lkarena ladvokat ldituntut luntuk 

lmelakukan lpembelaan lkepada lsemua lorang ltanpa lterkecuali,. lKewajiban 

luntuk lmembela ldan lmemberikan lbantuan lhukum lbagi lseseorang latau 

lsekelompok lorang lmiskin loleh lprofesi ladvokat litu lsejalan ldengan lprinsip 

ljustice lfor lall ldan lpersamaan ldi ldepan lhukum ldan lhak luntuk ldidampingi 

loleh lseorang ladvokat ltanpa lkecuali. lPembelaan lbagi lorang lmiskin ldiperlukan 
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ldalam lsuasana lsistem lhukum lpidana lyang lbelum lmencapai ltitik lketerpaduan 

lyang lSeringkali ltersangka latau lterdakwa litu ldisiksa, ldiperlakukan ltidak ladil, 

latau lbahkan ldihambat lhaknya luntuk ldidampingi loleh ladvokat. lPenegak 

lhukum lbelum lmenerapkan lproses lhukum lyang ladil lyang lmemperhatikan lhak-

hak ltersangka latau lterdakwa. lDalam lupaya lmewujudkan lprinsip ljustice lfor lall 

ltersebut, lmaka lbantuan lhukum lyang lmerupakan lhak lmutlak latau lhak lasasi 

lyang lsudah lmelekat lkepada lsetiap lindividu lmanusia, lsehingga ladvokat lyang 

lpaling lberperan ldalam lhal ltersebut, lbaik ldari lkompetensi lmaupun 

lkewenangan lyang lbertugas lmenjalankan lfungsi lbantuan lhukum ltersebut. 

lDengan lperannya ltersebut, lmaka lnegara lharus lmewajibkan ladvokat luntuk 

lmemberikan lbantuan lhukum lbagi lorang latau lbahkan lorang-orang lyang ltidak 

lmampu lsecara lekonomi. lKewajiban ladvokat ldalam lmemberikan lbantuan 

lhukum lsecara lcuma-cuma lkepada lorang lmiskin litu lditegaskan ldalam lPasal 

l22 layat l(1) lUU lRI lTahun l2003 lTentang lAdvokat, lyang lmenyatakan lbahwa 

ladvokat lberkewajiban lmemberikan lbantuan lhukum lsecara lsukarela lkepada 

lpencari lkeadilan lyang ltidak lmampu. lKarena lhal ltersebut ltelah lmenjamin lhak 

lsetiap lwarga lneraganya luntuk lmendapat lperlakuan lyang lsama ldihadapan 

lhukum, ltermasuk ldidalannya lhak luntuk lmengakses lkeadilan lmelalui 

lpemberian lbantuan lhukum.  

LMETODE LPENELITIAN 

Yang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lmetode lyuridis lnormatif. 

lMetode lpenelitian lini lpada ldasarnya lmeneliti ltentang lkaidah-kaidah ldan lasas-

asas lhukum. lSoerjono lSoekanto ldan lSri lMamudji lmenyebutkan lbahwa 

lpenelitian lhukum lnormatif latau lyang lsering ldisebut ljuga lsebagai lpenelitian 

lkepustakaan lyang ldilakukan ldengan lcara lmeneliti lbahan lpustaka latau ldata 

lsekunder, lyaitu lbahan lhukum lsekunder, lprimer ldan ltersier l. lPenelitian 

lyuridis lnormatif ljuga lbertujuan lsebagai lpenelitian lhukum lyang lmengkaji 

ltentang lhukum ltertulis ldari lberbagai laspek lsejarah, lteori, lfilosofi, lstruktur, 

lperdandingan, lkomposisi, llingkup ldan lmateri.l 

 

HASIL DAN lPEMBAHASAN 

Bagaimana lBantuan lHukum lYang lSelama lIni lTerjadi lKepada lMasyarakat 

lMiskin 

Istilah lpenegakan lhukum lsekarang lini lsudah lmenjadi lpembicaraan 

lyang lhangat ldikalangan lpenegak lhukum. lPenegakkan lhukum ladalah lsebagai 

lbagian ldari lreformasi lyang lberarti lreformasi lhukum ltidak lhanya lsebatas 

lperaturan lperundang- lundangan lsaja, lakan ltetapi lmencakup lreformasi lsistem 

lhukum lsecara lkeseluruhan lyaitu lreformasi lmateri/substansi lhukum, lstruktur 

lhukum ldan lbudaya lhukum. lBahkan lsecara llebih lluas llagi lmasalah lreformasi 

lhukum ldan lkeadilan lsebenarnya lbukan lsemata-mata lmasalah lsistem lhukum 

ltetapi lterkait ldengan lkeseluruhan lsistem lpolitik ldan lsistem lsosial ltermasuk 

lsistem lekonomi. lReformasi ldi lbidang lpenegakan lhukum ldan lstruktur lhukum 

lharus lada ldukungan ldari lberbagai lelemen/unsur lpemerintah lmaupun 

lmasyarakat lkarena lpenegakan lhukum lmerupakan lrangkaian lproses lyang 
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lcukup lpanjang ldan ldapat lmelibatkan lberbagai lkewenangan linstansi/aparat 

lpenegak lhukum llainnya ldi lbidang lpenegakan lhukum lpidana, ldengan 

ldemikian lreformasi lpenegakan lhukum, lbukan lsemata-mata lmerupakan 

ltanggung ljawab lbidang lDepartemen lHukum ldan lPerundang- lundangan lsaja, 

lmelainkan lperlu ldukungan lberbagai lkomponen llembaga lterkait llainnya 

lseperti lMahkamah lAgung, lJaksa lAgung, lKepolisian ldan llainnya. l(Gurusi, l2018) 

 l l l l  lPenegakan lhukum lditinjau ldari lsudut lpandang lfungsional latau 

lbekerjanya/berfungsinya lsistem lpemidanaan ldapat ldiartikan lsebagai 

lkeseluruhan lsistem lperaturan lperundang- lundangan luntuk 

lfungsionalisasi/operasionalsasi/konkretisasi lhukum lpidana latau lkeseluruhan 

lsistem lyang lmengatur lbagaimana lhukum lpidana lditegakkan latau 

ldiperasionalkan lsehingga lseseorang ldijatuhi lsanksi lpidana lPenegakan lhukum 

lpidana lmerupakan lsatu lsistem ldi lmana ldalam lpenegakkan lhukum lpidana 

lbekerja lsub lsistem lhukum lpidana lmateriil/substantif, lsub-sistem lhukum 

lpidana lformal ldan lsub-sistem lhukum lpelaksanaan lpidana. lKetiga lsub lsistem 

litu lmerupakan lsatu lkesatuan ldalam lpenegakkan lhukum lpidana lkarena ltidak 

lmungkin lhukum lpidana ldioperasionalkan/ lditegakkan lsecara lkonkret lhanya 

ldengan lsalah lsatu lsub lsistem litu. l11 lPenegakkan lhukum lacara lpidana, lmaka 

listilah lhukum lacara lpidana lmerupakan listilah lyang lpopular ldi lmana lpihak-

pihak lyang lberperan llangsung ldalam lpenegakan lhukum lpidana, lkhususnya 

lhukum lpidana lformil lkarena lseluruh ltugas, lfungsi ldan lkewenangannya 

ltercantum ldalam lKUHAP. lIstilah llain lyang lpopular ldalam lkaitannya ldengan 

lpenegakan lhukum lpidana ladalah lcriminal ljustice lsistem lyang lditerjemahkan 

lke ldalam lbahasa lIndonesia lmenjadi lsistem lperadilan lpidana. l(Setyo, l2016) 

 l l l l l Di lIndonesia ldigunakan listilah l“sistem lperadilan lpidana lterpadu” 

lsebagai lsalinan ldari listilah lintegrated lcriminal ljustice lsistem.12 lIstilah lhukum 

lacara lpidana lmempunyai llingkup lyang llebih lsempit ldaripada lsistem lperadilan 

lpidana lkarena ldalam lpenegakkan lhukum lacara lpidana lhanya lmembahas 

lbagaimana lbekerjanya laparat lpenegak lhukum lyang ldalam lhal lini lPolisi, 

lPenuntut lUmum, lHakim ldan lPenasehat lHukum ldalam lmencari ldan 

lmenemukan lkebenaran. lSementara lmasalah lpembinaan lnarapidana ltidak 

ltermasuk lke ldalam lhukum lacara lpidana, lapalagi lyang lmenyangkut 

lperencanaan lperundang-undangan lpidana. lHukum lpidana lformil latau lhukum 

lacara lpidana ladalah lhukum lyang lmengatur ltentang lbagaimana lnegara lmelalui 

lalat-alatnya lmelaksanakan lhaknya luntuk lmemidana ldan lmenjatuhkan lsanksi 

lpidana.13 lPerlu ldiperhatikan, lbahwa lpenegakkan lhukum ldilaksanakan lmelalui 

lberbagai ljalur ldengan lsanksinya lsebagai ldaya lpengikat ldari lsuatu lperaturan 

lperundang- lundangan lyakni lbahwa lpenegakkan lhukum ldilaksanakan lmelalui 

ljalur lpengadilan ldan lluar lpengadilan. l 

 l l l l l l Penegakkan lhukum lmelalui ljalur lpengadilan ldilaksanakan ldengan 

lberbagai lsanksi lyang lakan lmenimpa lsiapa lsaja lyang lmelanggarnya. lSanksi-

sanksi ltersebut ladalah: lpidana, lperdata ldan lsanksi ladministratif. lSecara 

lsederhana lpenegakkan lhukum ldapat ldiartikan lsebagai lupaya-upaya lyang 

ldilakukan lagar lhukum ldapat lberfungsi, lberoperasi ldan lberwujud lsecara 
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lkonkrit. lBerdasarkan lpengertian litu, lmaka lpenegakkan lhukum ldisamakan 

lartinya ldengan listilah lfungsionalisasi lhukum, loperasionalisasi lhukum ldan 

lkonkretisasi lhukum.14 lUpaya luntuk lmenjadikan lhukum lberfungsi ldan 

lberoperasi lsehingga lterwujud lsecara lkonkret ldiperlukan lsuatu lproses. lJadi 

ldengan ldemikian, ldapat ldiartikan lbahwa lpenegakkan lhukum ladalah lsuatu 

lproses lbekerja ldan lberfungsinya lhukum loleh laparat lpenegak lhukum lterhadap 

lperilaku-perilaku lyang lsecara lformil lmaupun lmateril lberlawanan ldengan 

lnorma-norma lhukum.15 lPada lprosesnya, lpenegakan lhukum lmemerlukan ltiga 

lkomponen lpenting lyang lsaling lberinteraksi, lbersinergi lbahkan 

lberinterdependensi lantara lkomponen lyang lsatu ldengan lkomponen lyang 

llainnya. lKomponen lyang ldimaksud ladalah lHukum l(peraturan lperundang-

undangan); lAparat lPenegak lHukum; ldan lPerilaku-perilaku lyang lsecara lformil-

materil lberlawanan ldengan lnorma lhukum l(kesadaran lhukum lmasyarakat. 

lKetiga lkomponen lpenegakkan lhukum ldi latas lsesungguhnya ltidak ldapat 

ldipisahkan ldari lketiga lkomponen lsistem lhukum litu lsendiri lyaitu lsubstansi 

lhukum, lstruktur lhukum ldan lbudaya lhukum lyang ljuga lsatu ldengan lyang 

llainnya lmerupakan lsatu lkesatuan l(wholeness). lOleh lkarena litu luntuk 

lmencapai lkeberhasilan lsistem lhukum ldan lkeberhasilan ldalam lpenegakkannya, 

lsangat lbergantung lpada leksistensi, lartikulasi, lperformance ldan liner lcapacity 

ldari lmasing-masing lkomponen.16 lPenegakkan lhukum ladalah lkewajiban ldari 

lseluruh lkomponen lmasyarakat ldan luntuk litu, lpemahaman ltentang lhak ldan 

lkewajiban lmenjadi lsyarat lmutlak. lMasyarakat lbukan lpenonton lbagaimana 

lhukum lditegakkan lakan ltetapi lmasyarakat laktif lberperan ldalam lproses 

lpenegakkan lhukum. l(Ridwan, l2019) 

Menurut lTalcot lParson, lada lempat lprasyarat lfungsionalisasi ldari lsuatu lsistem 

lhukum lyaitu: l 

1. Masalah ldasar llegitimasi, lyaitu lmenyangkut lideologi lyang lmenjadi 

ldasar lpenataan lperaturan lhukum 

2. Masalah lhak ldan lkewajiban lmasyarakat lyang lmenjadi lsasaran lregulasi 

lhukum lbeserta lproses lhukumnya 

3. Masalah lsanksi ldan llembaga lyang lmenerapkan lsanksi ltersebut 

4. Masalah lkewenangan lpenegakkan laturan lhukum. 

Sebagian lmasyarakat lsadar lbahwa lhukum lharus lditaati lkarena lhukum 

litu lsendiri lmemberikan lmanfaat ldan lfaedah lbagi ldirinya. lBerkaitan ldengan 

lmasalah lpenegakkan lhukum lmelalui lberbagai lproses lantara llain lmelalui 

lpendekatan lkebijakan lformulatif lmaupun limplementatif, lmaka ldapat ldikatakan 

lbahwa: l 

1. Suatu lperaturan litu ldapat ldikatakan lsukses lapabila lpenerapannya 

ldapat ldilakukan ldengan lbaik ldi lnegaranya. lApabila lpenegakkan 

lhukum lnya lsaja ltidak ldapat lberfungsi ldengan lbaik, lmaka lperaturan 

lperundang-undangan lnya ljuga ltidak lbaik. lDalam lartian lakan 

lmemberikan larti lyng ltidak lsesuai ldengan ltujuannya lnegara ltersebut. 

2. Putusan-putusan ldalam lupaya lpenegakkan lhukum lmerupakan lsuatu 

linstrumen ldan lkontrol lbagi lketepatan ldan lkekurangan lsuatu 
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lperaturan lperundang-undangan. lPutusan-putusan ltersebut lmerupakan 

lmasukan lbagi lpembaharuan latau lpenyempurnaan lperaturan 

lperundang-undangan 

3. Penegakkan lhukum lmerupakan ldinamisator lperaturan lperundang-

undangan. lMelalui lputusan ldalam lrangka lpenegakkan lhukum 

lperaturan lperundang- lundangan lmenjadi lhidup ldan lditerapkan lsesuai 

ldengan lkebutuhan ldan lperkembangan lmasyarakat. lBahkan lperaturan 

lperundang-undangan lyang lkurang lbaik lakan ltetap lmencaai lsasaran 

latau ltujuan ldi ltangan lpara lpenegak lhukum lyang lbaik. 

4. Keberhasilan lsuatu lhukum ldan lkeberhasilan ldalam lpenegakkan lhukum 

ltidak lterlepas ldari lpersyaratan ldan lperan lserta lperilaku lhukum 

lmasyarakat lyang lbaik. lPerilaku lmasyarakat lakan lbaik lapabila 

lhukumnya laspiratif ldan lpenegak lhukumnya lresponsive, lPenegakkan 

lhukum lhanya ldapat lberjalan ldengan lbaik lapabila lseluruh lkomponen 

lberjalan lsesuai ldengan lkapasitas ldan lfungsinya. lHal lini lmasih lsulit 

luntuk ldilaksanakan lkarena lmasih lbesarnya lkepentingan lpribadi lyang 

lmelekat ldalam lsetiap ltahapan lproses lpenegakkan lhukum. l(Isnandar, 

l2015) 

 

 

Konsepsi lbantuan lhukum lyang lselama lini lterjadi lke larah lbantuan 

lhukum lyang lberpihak lpada lmasyarakat lmiskin 

Di ldalam lPasal l27 layat l(1) lUUD lNRI lTahun l1945 ldisebutkan lbahwa 

l“setiap lwarga lnegara lbersamaan lkedudukannya ldi ldalam lhukum ldan 

lpemerintahan ldengan ltidak lada lkecualinya”, lkemudian ldi ldalam lPasal l28 lD 

layat l(1) lUUD lNRI lTahun l1945 lditegaskan ljuga lbahwa l“setiap lorang lberhak 

latas lpengakuan, ljaminan, lperlindungan, ldan lkepastian lhukum lyang ladil lserta 

lperlakuan lyang lsama ldi lhadapan lhukum”. lPenjelasan ldalam lpasal ltersebut 

lyaitu lbahwa ldi ldalam lsetiap lorang lsudah lmelekat lhak lasasinya lyaitu lberupa 

lkedudukan ldan lperlakuan lyang lsama ldihadapan lhukum. lKarena lbersifat 

luniversal latau lmenyeluruh, lmaka ldi ldalam lPasal l6-7 lDeklarasi lUmum lHak 

lAsasi lManusia l(DUHAM) lmenyebutkan lbahwa lsetiap lorang lberhak latas 

lpengakuan lsebagai lpribadi ldi lhadapan lhukum. lSemuanya lberhak latas l 

lperlindungan lhukum lyang lsama ltanpa lmembeda-bedakan lapapun lhal lini l 

lSejalan ldengan lUUD lNRI lTahun l l1945 ldan lDeklarasi ltersebut, ldi ldalam lPasal 

l17 lUU lRI lNo. l39 lTahun l1999 ltentang lHak lAsasi lManusia, lditegaskan lbahwa 

lsetiap lorang, ltanpa ldiskriminasi, lberhak luntuk lmemperoleh lkeadilan ldengan 

lmengajukan lpermohonan, lpengaduan, ldan lgugatan, lbaik ldalam lperkara lpidana 

lmaupun ldalam lperkara lperdata lmaupun ladministrasi lserta ldiadili lmelalui 

lproses lperadilan lyang lbebas ldan ltidak lmemihak, lsesuai ldengan lhukum lacara 

lyang lmenjamin lpemeriksaan lyang lobyektif loleh lhakim lyang ljujur ldan ladil 

luntuk lmemperoleh lputusan lyang ladil ldan lbenar. lPrinsip lmempunyai 

lkedudukan lyang lsama ldihadapan lpengadilan ldan lbadan lperadilan linipun 

ltelah lditegaskan ldalam lPasal l14 l(ICCPR), lyang ltelah ldiratifikasi lmelalui lUU 
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lRI lNo. l12 lTahun l2005 ltentang lPengesahan lInternational lCovenant lOn lCivil 

land lPolitical lRight l 

(Konvenan lInternasional lTentang lHakHak lSipil ldan lPolitik). 

Berdasarkan lUUD lNRI lTahun l1945, lDUHAM, lICCPR lserta lUU lHAM 

lTahun l1999 ltersebut, lditegaskan lbahwa lIndonesia lmemberikan lhak latas 

ljaminan ldan lperlakuan lyang lsama ldi lhadapan lhukum lbagi lsetiap lindividu, 

lbentuk ljaminan ltersebut lyaitu ldituangkan ldalam lpemberian lbantuan lhukum 

lyang lsecara lcuma- lcuma lbagi lsemua lmasyarakat lyang lkurang lmampu. 

lpemberian lbantuan lhukum lyang lsecara lcuma-cuma ltelah ldiatur ldalam 

ltataran lpengaturan ldalam lsejarah lperkembangannya lmengalami lperubahan 

ldiberbagai lperaturan lperundang lundangan, lsehingga lberpengaruh lterhadap 

lperaturan lbantuan lhukum lyang lterjadi lselama lini. l(Maralina, l2018) 

Di ldalam lUU lRI lNo. l18 lTahun l2003 ltentang lAdvokat lmenjelaskan 

lbahwa lbantuan lhukum ldikonsepsikan lsebagai ljasa lhukum lyang ldiberikan 

loleh ladvokat lsecara lsukarela lkepada lorang l- lorang lyang ltidak lmampu, 

lkemudian ldi ldalam lPP lRI lBantuan lHukum lTahun l2008 lsebagai lperaturan 

lpelaksana lUU ltersebut lmenjelaskan lbahwa lbantuan lhukum lsecara lcuma-cuma 

ladalah lbantuan lhukum lyang ldiberikan lseorang ladvokat ltanpa lmenerima 

lpembayaran luang. lYang lmana lmeliputi lpemberian lkonsultasi lhukum, l, 

lmewakili, lmenjalankan lkuasa lmendapingi, lmembela, ldan lmelakukan lsuatu 

ltindakan lhukum lbagi l l lpencari lkeadilan lyang ltidak lmampu. 

Berdasrkan lUU lRI lNO. l18 ltahun l2003 ltentang lAdvokat ltersebut, 

lpemberi lbantuan lhukum ldimaknai lhanya lpada ldiri ladvokat lsemata, ldan 

lpenerima lbantuan lhukum, lhanya ldimaknai lpada lklien lyang ltidak lmampu. 

lKlien ldikonsepsikan ldalam lPasal l1 langka l(3) lUU lRI lNo. l18 lTahun l2003 

lsebagai lorang, lbadan lhukum, latau llembaga llain lyang lmenerima ljasa lhukum 

ldari ladvokat, lsedangkan ljasa lhukum lyang ldimaksud ladalah ljasa lyang 

ldiberikan ladvokat lberupa lmemberikan lkonsultasi lhukum, lbantuan lhukum, 

lmenjalankan lkuasa, lmewakili,mendampingi, lmembela ldan lmelakukan ltindakan 

lhukum llain luntuk lkepentingan lklien. 

Bentuk lbantuan lhukum lyang ljuga ldiatur lsecara lsebagian l(parsial) ldan 

lmasih ldalam lbentuk lkonsep lbantuan lhukum lindividual ldan lkonvensional 

ldapat ldilihat ldalam lPasal l17 ldan l18 lUU lRI lNo. l23 ltahun l2002 ltentang 

lPerlindungan lAnak, lyaitu lsetiap lanak lyang ldirampas lkebebasannya ldan lsetiap 

lanak lyang lmenjadi lkorban latau lpelaku ltindak lpidana lberhak luntuk 

lmemdapatkan lbantuan lhukum latau lbantuan llainnya lsecara lbaik ldan 

lmenyeluruh ldalam lsetiap ltahapan lhukum lyang lberlaku ldi lindonesia. l(Eka, 

l2019) 

 

Bagaimana lHubungan lAntara lPeranan lNegara lDan lAdvokat lDalam 

lPemberian lBantuan lHukum lSecara lCuma-Cuma lKepada lMasyarakat 

lMiskin l 

Pengertian lbantuan lhukum lsecara lcuma-cuma 
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Secara lumum, lpengertian lprogram lbantuan lhukum luntuk lmasyarakat 

lmiskin ltelah lberlangsung lsejak ltahun l1980 lhingga lsaat lini, lhukum ldari ltahun 

lke ltahun. lHukum lbagi lmasyarakat lkurang lmampu lsangatlah ldiperlukan, 

lmasyarakat lsangat lmengharapkan lpemberian lbantuan lhukum ltersebut. lArah 

lpolitik lprogram lbantuan lhukum lbagi lmasyarakat lyang lpaling lrentan 

lbertujuan ltidak lhanya luntuk lmemperkuat leksistensi lhukum ldan lkesetaraan ldi 

lsemua llapisan lmasyarakat lakan ltetapi ljuga luntuk lmeningkatkan lkesadaran 

lmasyarakat ldan lpenegakan lhukum lyaitu lmelalui lpenggunaan lbantuan lhukum 

lyang lmerupakan lhak lyang lharus ldiberikan lstatus luntuk lmembela 

lkepentingan lhukum lmereka ldi lpengadilan. lDalam lliteratur lInggris, lkonsep 

lbantuan lhukum ldikenal ldengan listilah llegal laid latau lbantuan lhukum. 

Istilah lbantuan lhukum lbiasanya lmengacu lpada listilah lbantuan lhukum ldalam 

larti lsempit lyaitu lpemberian ljasa lhukum lsecara lcuma-cuma lkepada lorang 

lyang lbersangkutan, lkhususnya lkepada lmasyarakat lmiskin. lBantuan ltersebut 

ljuga lmenunjukkan lpentingnya lbantuan lhukum lbagi lmereka lyang lmampu, 

latau lbantuan lhukum lyang ldiberikan loleh lpengacara latau lfee-based llawyer. 

lDalam lpengertian lyang llebih lluas, lkonsep lbantuan lhukum ldiartikan lsebagai 

lupaya lmembantu lmasyarakat lyang ltidak lmampu lmemahami lhukum. lMenurut 

lAdnan lBuyung lNasution, ldijelaskan lbahwa lupaya lyang ldimaksud ldalam 

ldefinisi ltersebut lmemiliki ltiga laspek lyang lsaling lberkaitan, lyaitu lsebagai 

lberikut: 

a. Aspek l lperumusan ldalam lbantuan lhukum 

b. Aspek lpemantauan ldalam lmekanisme lyang lharus ldipatuhi l 

c. Pertimbangan ledukasi lmaasyarakat luntuk lmemahami laturan lhukum 

 

Mekanisme lPemberian lBantuan lHukum lSecara lCuma-Cuma lTerhadap 

lTerdakwa lTidak lMampu l 

Upaya lpemberian lbantuan lhukum lsecara lcuma-cuma lterhadap lterdakwa lyaitu 

l: l 

a. Pengacara lmengirimkan lpermintaan ltertulis lkepada lpengacara latau 

llembaga lbantuan lhukum. 

b. Pemohon lharus lmemuat lsekurang-kurangnya: 

1. lNama, lalamat ldan lpekerjaan lpemohon 

2. lDeskripsi lsingkat ltentang ltopik lyang ldiminta lbantuannya 

c. Masukkan lID ltempat ltinggal/desa ldan lsub-wilayah lpemohon lyang lcacat 

lparah. lCalon lhakim lyang ltidak lmenulis latau ltidak ltahu lcara lmenulis 

lpermohonan ldapat, luntuk litu, lmenyampaikannya lsecara llisan ldengan 

lbantuan lpengacara latau lpegawai lnegeri ldan lmenuangkannya ldalam 

lbentuk ltertulis lyang lditandatangani loleh lcalon ldan lpengacara latau 

lPNS, lasosiasi lpengacara latau llembaga lbantuan lhukum. 

d. Untuk lpermintaan lyang ldiajukan llangsung lke lpengacara, luang ltebusan 

lharus ldibayarkan lke lorganisasi lpengacara lyang lrelevan. lPengertian 

lorganisasi lbantuan lhukum ldalam lpasal l1 ldan l6 lmenjelaskan lbahwa 

lorganisasi lbantuan lhukum ladalah lorganisasi lyang lmembantu ladvokat 
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ltanpa lbayaran latau limbalan. l(Suyogi, l2018) 

 

 

 

Dasar l– lDasar lPemberian lBantuan lHukum 

Program lbantuan lhukum lmasyarakat ltidak ldapat ldapat ldilaksanakan 

lsebagaimana lInstruksi lMenteri lKehakiman lRI lNo. lM01-UM.0810 lTahun l1996, 

ltentang lPetunjuk lPelaksanaan lProgram lBantuan lHukum lBagi lOrang lMiskin 

loleh lLembaga lBantuan lHukum. 

a. Surat lPerintah lJaksa lAgung lRI lNo. lM03-UM.06.02, l1999, lPedoman 

lPelaksanaan lProgram lBantuan. lHukum lbagi lorang lyang ltidak lmampu 

ldi lpengadilan lnegeri ldan lpengadilan ltata lusaha lnegara. 

b. Surat lEdaran lNo.08.10. l12 lMei l1998 ltentang lPelaksanaan lJUKLAK lbagi 

lkelompok lmasyarakat lkurang lmampu loleh lLBH. 

c. UU lno. l18/2003 ltentang lPengacara 

d. Keputusan lPemerintah lNo. l83 ltahun l2008 ltentang ltata lcara 

 

Hasil lPenelitian lDan lAnalisis l 

Proses lpelaksanaan lbantuan lhukum lsecara lcuma-cuma l 

Setelah lmelakukan lpenelitian ldilapangan lyang lmenjadi lfocus lpenelitian 

ladalah lingin lmengetahui lapa lyang lmenyebabkan lterdakwa lLa lItisi lBin lLa 

lNggobe,S.Ag ltidak ldidampingi loleh lpenasehat lhukum ldalam lproses 

lpenyidikan, lpenuntutan lmaupun lpemeriksaan ldi lpengadilan. lNamun lpenelitian 

lini lingin lfokus lterhadap lpemeriksaan lterdakwa ldalam ltahap lpemeriksaan ldi 

lpengadilan, lsetelah lmelihat ldata lserta ldokumenyang lada lselama lmenjalani l 

lproses lhukum lterdakwa lterdakwa lLa lItisi lBin lLa lNggobe,S.Ag lsama lsekali 

ltidak ldidampingi loleh lpensehat lhukum lpadahal lpengadilan lnegeri lbaubau 

lsudah lmengeluarkan lpenetapan ltentang lpenunjukan lpenasehat lhukum luntuk 

lmendampingi lterdakwa lterdakwa lLa lItisi lBin lLa lNggobe,S.Ag lyakni lterlihat 

ldalam lberita lacara lpersidangan lmulai ldari lagenda lpembacaan lsurat ldakwaan 

ljaksa lpenuntut lumum, lagenda lpemeriksaan lsaksi-saksi ldan lagenda lpembacaan 

ltuntutan loleh ljaksa lpenuntut lumum lhingga lberakhir lpada lpengambilan 

lputusan loleh lhakim. 

 

Proses lpemeriksaan ldi lpengadilan 

Setelah lmenerima lSurat lPelimpahan lPerkara lDari lPenuntut lUmum 

lKejaksaan lNegeri lBaubau lmelalui lsurat lpengantar lnomor 

l:2278/R.3.11/EP/07/2009, ltanggal l9 ljuli l2009 lkemudian lPengadilan lNegeri 

lBaubau lSesuai lHukum lAcara lPidana lNo. l8 lTahun l1981, litu lberarti lstatus 

lTerdakwa lSebagai lTahanan lJaksa lPenuntut lUmum lberalih lmenjadi lTahanan 

lHakim lSehingga lTanggung lJawab lSepenuhnya lTerhadap lTerdakwa lBerada 

lSepenuhnya lDibawah lTanggung lJawab lHakim. lBerdasarkan lSurat lPelimpahan 

lPerkara lDari lJaksa lPenuntut lUmum lkemudian lpengadilan lnegeri lbaubau 

lmengeluarkan lsurat lpenetapan lnomor l:325/Pen.Pid/2009/PN.BB, ltanggal l9 
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ljuli l2009 ldimana lsurat lpenetapan litu lmemerintahkan luntuk lmelakukan 

lpenahanan latas lterdakwa lLa lItisi lBin lLa lNggobe,S.Ag ldalam lrumah ltahanan 

lnegara. lSetelah lmengeluarkan lsurat lpenahanan, lPengadilan lNegeri lBaubau 

lmemutuskan ltanggal lpersidangan ldan lmenunjuk lmajelis lhakim luntuk 

lmemeriksa ldan lmengadili lperkara latas lnama lterdakwa lLa lItisi lBin lLa 

lNggobe, lS.Ag. lyang lmembacakan lputusannya lpada lKamis, l16 lJuli l, l2009 ldan 

lmemerintahkan lkejaksaan luntuk lmenghadap lpara lterdakwa ldan lpara lsaksi 

lsebagaimana ltercantum ldalam lberita lacara. 

a. Berita lacara lpembacaan lsurat ldakwaan 

b.  lBerita lacara lpengambilan lketerangan lsaksi 

c. Berita lacara lpembacaan lpermintaan lkejaksaan 

d. Membaca llaporan lkeputusan 

 

KESIMPULAN  

Konsep bantuan hukum yang selama ini marak, bersifat individual dan rutin 

dengan pengaturan lokal dan tidak sistematis, mengakibatkan tidak adanya 

perubahan sosial yang adil dan tidak adil, kesadaran hukum masyarakat dan 

kemudahan akses terhadap keadilan. Melihat kondisi tersebut, maka peran negara 

diwujudkan dalam pengembangan regulasi berupa UU RI No. 16 Tahun 2011 

tentang bantuan hukum. Konsep bantuan hukum yang  sejalan dengan model 

bantuan hukum dapat dilihat sebagai hak yang diberikan kepada pihak yang 

berperkara untuk melindungi kepentingan pribadinya, sebaliknya hak atas bantuan 

sosial akan menjadi bagian dari patronase masyarakat. disediakan oleh negara 

kesejahteraan. 

Peran negara dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum RI No 16 Tahun 2011 

sangat memperkuat peran advokat dalam memberikan bantuan cuma-cuma, 

sehingga peran dan kewajiban advokat diatur dalam undang-undang RI nomor. 18 

tahun 2003 tentang kesanggupan kejaksaan untuk berkoordinasi dengan peran 

negara dalam pemberian bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Bantuan 

Hukum RI No. 16 Tahun 2011. 
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